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ABSTRAK 
KURNIAWAN RANTE BOMBANG.  Kajian Sosiologi Hukum Terhadap 
Perilaku Suap Masyarakat Kepada Aparat Penegak Hukum Pada 
Operasi Tertib Lalu Lintas, dibimbing oleh Hasbir Paserangi dan 
Muh. Hasru. 
Penelitian ini bertujuan mengetahui (1)  Sejauh manakah faktor 
ekonomi, dan rasa kekeluargaan mempengaruhi  perilaku suap 
masyarakat kepada petugas polisi lalu lintas dalam operasi tertib lalu lintas  
(2)  Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan oleh polisi lalu lintas 
untuk menanggulangi perilaku suap warga masyarakat dalam operasi 
tertib lalu lintas. 
Penelitian dilaksanakan di Kepolisian Resort Tana Toraja. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  metode penelitian lapangan 
dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang 
dilakukan di lapangan dengan melakukan pengambilan data langsung 
melalui wawancara dengan Aparat Polisi Lalu Lintas serta warga 
masyarakat, khususnya pengendara kendaraan bermotor. Sedangkan 
penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh 
data sekunder yang berhubungan dengan penelitian pada perpustakaan 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan Umum 
Universitas Hasanuddin. dan menafsirkan data berdasarkan landasan 
teori tertentu. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada operasi tertib lalu 
lintas di wilayah Hukum Polres Tana Toraja, warga masyarakat yang 
melanggar masih cenderung melakukan tindakan suap dengan oknum 
petugas lalu lintas ketimbang harus menyelesaikan pelanggaran lalu lintas 
sesuai prosedur yang sudah ada, seperti yang tercantum dalam  
Pasal 267 ayat 1 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu 
lintas dan angkutan jalan, mengenai tata cara penindakan pelanggaran 
lalu lintas dan angkutan jalan yaitu Setiap pelanggaran di  bidang lalu 
lintas dan angkutan jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan 
cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan. 
Kata Kunci : Penyelesaian Perilaku Suap. 
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ABSTRACT 
KURNIAWAN RANTE BOMBANG. Study of Sociology of Law Against 
Bribery Behavior Society To Law Enforcement In Orderly Traffic 
Operations, guided by Hasbir Paserangi and Muh. Hasrul. 
This study aimed to (1) The extent to which economic factors, and 
the sense of family influence the behavior of the public bribes to traffic 
police officers in the operation of traffic rules (2) How can the efforts made 
by the traffic police to combat bribery behavior of citizens in the orderly 
operation traffic. 
This research was conducted at the Police Resort Tana Toraja. The 
method used in this research is the field of research methods and the 
research literature. Field research is research conducted in the field with 
direct data collection through interviews with the Traffic Police officers and 
citizens, especially motorists. While the research literature that studies 
conducted to obtain secondary data related to research in the library of the 
Faculty of Law, University of Hasanuddin and the Public Library of the 
University of Hasanuddin. and interpret data based on certain theoretical 
basis. 
The results of this study indicate that the orderly operation of the 
traffic in the area of Tana Toraja Police Law, citizens who violate still tend 
to act with individual bribe traffic officers than to resolve a traffic violation in 
accordance with existing procedures, as listed in Article 267 paragraph 1 
of Law No. 22 of 2009 on traffic and road transport, concerning the 
procedures for enforcement of traffic violations and road transport that 
every violation in the field of traffic and road transport were examined by 
rapid investigation may be subject to criminal penalties based on the 
determination court. 
 
Keywords: Solving Behavior Bribery 
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BAB  1 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan 
masyarakat, sehingga ada sebuah ungkapan yang dikenal dalam ilmu 
hukum, yaitu ubi societas ibi ius, dimana ada masyarakat maka ada 
hukum. Kehadiran hukum dalam masyarakat sangat penting, dimana 
fungsi hukum sebagai sosial kontrol merupakan aspek yuridis normatif dari 
kehidupan masyarakat. Sebagai alat pengendali sosial, hukum dianggap 
berfungsi untuk menetapkan tingkah laku yang baik dan tidak baik atau 
perilaku yang menyimpang dari hukum, dan sanksi hukum terhadap orang 
yang mempunyai perilaku tidak baik.1  
Penegakan hukum yang sebenarnya merupakan barometer 
berlangsungnya kehidupan ketatanegaraan bangsa Indonesia, baik itu 
yang memiliki implikasi terhadap tatanan budaya, sosial, dan ekonomi 
yang terganggu, karena perspektif penegakan hukum yang labilitas. 
Adanya kehendak bahwa hukum sebagai suatu supremasi dari negara 
yang berasaskan hukum tampaknya masih menimbulkan keragu-raguan 
manakala ada suatu relevansi yang ketat antara hukum dengan politik 
kekuasaan, khususnya terhadap kasus yang memiliki padanan dengan 
perilaku suap menyuap atau korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).  
                                                             
        1 Soedikno Mertokusumo,2012 Teori Hukum, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta,hlm.15 
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  Masyarakat  masih menganggap suap sebagai hal yang wajar, 
lumrah, dan tidak menyalahi aturan. Suap terjadi hampir di semua aspek 
kehidupan dan dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Banyak yang 
belum memahami bahwa suap, baik memberi maupun menerima, 
termasuk tindak korupsi. Suap dianggap sebagai bentuk primitif. Suap 
adalah awal lahirnya budaya koruptif dalam skala luas yang terjadi saat 
ini. 
Seperti halnya pembangunan dan perkembangan ilmu dan 
teknologi yang sangat pesat, mengakibatkan manusia dapat hidup lebih 
tentram. Akan tetapi di sisi lain terdapat pengaruh tertentu yang 
mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap ketentraman kehidupan 
masyarakat. Kenyataan menunjukkan betapa banyaknya kecelakaan lalu 
lintas terjadi setiap hari yang mengakibatkan matinya manusia, cideranya 
manusia dan kerugian secara material. 
Penyebabnya berkisar pada faktor – faktor seperti pengemudi yang 
tidak mematuhi aturan hukum di jalan, kendaraan yang tidak memenuhi 
syarat konstruksi jalan yang kurang baik,  rambu – rambu lalu lintas yang 
tidak jelas, dan lain sebagainya.  
Polisi Lalu Lintas berperan sebagai pencegah dan sebagai 
penindak. Di samping itu Polisi Lalu Lintas juga melakukan fungsi 
mengawasi langsung di jalan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor 
untuk melengkapi surat perizinan dan kelengkapan alat kendaraan 
bermotor, seperti Spion dan lampu. 
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Kebanyakan pengemudi menyadari akan bahaya yang dihadapi 
apabila mengendarai kendaraan dengan melebihi kecepatan maksimal 
tersebut. Akan tetapi di dalam kenyataannya tidak sedikit pengemudi yang 
melakukan hal itu. Di dalam menghadapi konflik, kekhawatiran timbul 
sebagai akibat dari perasaan akan adanya bahaya dari luar, yang kadang 
– kadang hanya merupakan anggapan saja dari yang bersangkutan. Tidak 
jarang manusia mempergunakan mekanisme pertahanannya untuk 
mengatasi rasa khawatirnya itu, seperti misalnya individu yang 
bersangkutan melakukan tindakan – tindakan impulsif. Sehingga dalam 
operasi tertib lalu lintas yang rutin dilakukan oleh Kepolisian seringkali 
warga masyarakat yang kedapatan menyalahi aturan, seperti tidak 
membawa kelengkapan surat kendaraan bermotor, melanggar rambu lalu 
lintas, kendaraan bermotor yang tidak lengkap,  melakukan tindakan suap 
menyuap kepada Petugas Kepolisian. Sehingga proses hukum pada 
operasi tertib lalu lintas, tidak berjalan dengan baik dan cacat hukum. 
Akibat dari masyarakat itu sendiri dan juga akibat dari oknum-oknum 
anggota kepolisian yang tidak melakukan tugasnya dengan baik. 
 Sehingga menurut penulis salah satu isu kontemporer  perihal 
penyebab masyarakat  melakukan tindakan suap dari aspek sosiologis 
dalam operasi tertib lalu lintas menjadi hal yang menjadi sorotan utama 
bahasan dalam karya ilmiah ini.  
 Sementara kasus yang menjadi sorotan khusus penulis adalah 
perilaku masyarakat yang menyuap petugas Polisi Lalu Lintas dalam 
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operasi tertib lalu lintas, dikaji dari segi sosiologi hukum. Sehingga dengan 
adanya penelitian ini, penulis dapat mengetahui faktor penyebab dari 
perilaku suap di kalangan masyarakat Tana Toraja dan juga apakah faktor 
yang mendorong oknum-oknum Polisi Lalu Lintas untuk  menerima suap 
dari masyarakat. 
 
B. Rumusan Masalah 
Untuk lebih mempermudah pembahasan, maka penulis 
memberikan batasan masalah sehingga menghindarkannya dari 
perluasan makna yang kemungkinan bisa saja menyimpang dari makna 
bahasaan ini. Batasan tersebut dikemas dalam rumusan masalah sebagai 
berikut: 
1. Apakah faktor penyebab masyarakat melakukan tindakan suap 
dalam operasi tertib lalu lintas ? 
2. Apakah faktor penyebab oknum Polisi lalu Lintas cenderung 
menerima suap dari masyarakat ? 
3. Bagaimana upaya yang akan dilakukan Polisi Lalu lintas untuk 
menanggulangi perilaku menyimpang masyarakat yaitu suap. ? 
 
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penulisan 
Adapun tujuan penulisan karya ilmiah ini berdasarkan rumusan 
masalah di atas, yaitu: 
1. Mengetahui alasan masyarakat  menyuap Polisi Lalu Lintas  pada 
operasi tertib lalu lintas.  
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2. Untuk Mengetahui faktor-faktor penyebab oknum polisi lalu lintas 
cenderung menerima suap dari masyarakat. 
3. Untuk mengetahui upaya-upaya apa yang akan dilakukan oleh 
Polisi Lalu Lintas dalam mencegah tindakan suap yang dilakukan 
masyarakat terhadap oknum aparat itu sendiri. 
Dari uraian latar belakang dan tujuan penulisan karya ilmiah ini, 
maka diharapkan mampu memberikan manfaat seperti: 
1. Manfaat akademik 
Melalui penelitian dan penulisan karya ini dapat menambah 
wawasan serta animo kalangan mahasiswa dalam menulis dan membaca 
serta menjadi bahan referensi untuk penyelesaian kasus-kasus lain yang 
juga ada kaitannya dengan tulisan ini. 
2. Manfaat hukum   
Sebagai bahan pengetahuan agar masyarakat dapat 
menyelesaikan pelanggaran lalu lintas dalam operasi tertib lalu lintas 
melalui prosedur yang sudah ditetapkan dalam undang-undang dan 
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.. 
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BAB  2 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum 
1. Kajian Sosiologi Hukum 
Sosiologi hukum menekankan kajian pada law in action, hukum 
dalam kenyataannya, hukum sebagai tingkah laku manusia, yang berarti 
berada di dunia sein. Sosiologi hukum menggunakan pendekatan empiris 
yang bersifat deskriptif 2 
Sosiologi hukum menjelaskan mengapa dan bagaimana praktik-
praktik hukum itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor yang berpengaruh, 
latar belakang dan sebagainya. Sosiologi hukum senantiasa menguji 
kesahihan empiris (empirical validity)  dari suatu peraturan atau 
pernyataan hukum. Bagaimana kenyataannya peraturan itu, apakah 
sesuai dengan bunyi atau teks dari peraturan itu. Sosiologi hukum tidak 
melakukan penilaian terhadap hukum. Tingkah laku yang menaati hukum 
dan yang menyimpang dari hukum sama-sama merupakan objek 
pengamatan yang setaraf. Sosiologi hukum tidak menilai antara satu 
dengan yang lain, perhatian yang utama dari sosiologi hukum hanyalah 
pada memberikan penjelasan atau gambaran terhadap objek yang 
dipelajarinya.3 
                                                             
2
 Achmad Ali ,1998, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Jakarta: Chandra Pratama, 
hlm.11 
3 Satjipto Rahardjo, 2014, Ilmu Hukum, Semarang: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 372-374. 
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Kehadiran hukum di tengah-tengah masyarakat, baik itu 
menyangkut soal penyusunan sistemnya, memilih konsep-konsep serta 
pengertian-pengertian, menentukan subjek-subjek yang diaturnya, 
maupun soal bekerjanya dengan tertib sosial yang lebih luas. Apabila 
dapat dipakai istilah „sebab-sebab sosial‟, maka sebab-sebab yang 
demikian itu hendak ditemukan baik dalam kekuatan-kekuatan budaya, 
politik, ekonomi atau sebab-sebab sosial yang lain.4  
Selanjutnya yang menjadi obyek utama kajian sosiologi hukum 
sebagaimana dikemukakan oleh Achmad Ali, sebagai berikut: 5 
1. Menurut istilah dalam mengkaji hukum sebagai Government 
Social Control, sosiologi hukum mengkaji hukum sebagai 
perangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan guna 
menegakkan ketertiban dalam suatu kehidupan masyarakat. 
Hukum dipandang sebagai rujukan yang akan digunakan oleh 
pemerintah dalam hal, melakukan pengendalian terhadap 
perilaku warga masyarakat. 
2. Persoalan pengendalian sosial tersebut oleh sosiologi hukum 
dikaji dalam kaitannya dengan sosialisasi yaitu proses dalam 
pembentukan masyarakat. Sebagai makhluk sosial yang 
menyadari eksistensi sebagai kaidah sosial yang ada dalam 
masyarakatnya, yang meliputi kaidah moral, agama, dan kaidah 
sosial lainnya. Dengan kesadaran tersebut diharapkan warga 
                                                             
 
5 Achamad Ali ,1998, Menjelajahi kajian Empirirs Terhadap Hukum, Jakarta: Chandara Paratama, 
hlm.19-32. 
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masyarakat menaatinya, berkaitan dengan itu maka tampaklah 
bahwa sosiologi hukum, cenderung memandang sosialisasi 
sebagai suatu proses yang mendahului dan menjadi pra kondisi 
sehingga memungkinkan pengendalian sosial dilaksanakan 
secara efektif. 
3. Obyek utama sosiologi hukum lainnya adalah stratifikasi. 
Stratifikasi sebagai obyek yang membahas sosiologi hukum 
bukanalah stratifikasi hukum seperti yang dikemukakan oleh 
Hans Kelsen dengan teori grundnormnya, melainkan stratifikasi 
yang dikemukakan dalam suatu sistem kemasyarakatan. Dalam 
hal ini dapat dibahas bagaimana dampak adanya strstifikasi 
sosial terhadap hukum dan pelaksana hukum.  
4. Obyek utama lain dari kajian sosiologi hukum adalah 
pembahasan tentang perubahan, dalam hal ini mencakup 
perubahan hukum dan perubahan masyarakat serta hubungan 
timbal balik di antara keduanya. Salah satu persepsi penting 
dalam kajian sosiologi hukum adalah bahwa perubahan yang 
terjadi dalam masayarakat dapat direkayasa, dalam 
arti direncanakan terlebih dahulu oleh pemerintah dengan 
menggunakan perangkat hukum sebagai alatnya.6 
Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas maka lahirlah 
konsep law as a tool of social engineering yang berati bahwa hukum 
                                                             
6 Ibid. 
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sebagai alat untuk mengubah secara sadar masyarakat atau hukum 
sebagai alat rekayasa sosial. Oleh karena itu, dalam upaya menggunakan 
hukum sebagai alat rekayasa sosial diupayakan pengoptimalan efektifitas 
hukumpun menjadi salah satu topik bahasan sosiologi hukum.7  Jadi 
fungsi hukum itu pasif, yaitu mempertahankan status quo sebagai a tool of 
social control, sebaliknya hukum pun dapat berfungsi aktif sebagai a tool 
of social engineering. Oleh karena itu, penggunaan hukum sebagai alat 
rekayasa sosial didominasi oleh kekuasaan negara. Apabila kajian 
sosiologi hukum tentang bagaimana fungsi hukum, sebagai alat 
pengendalian sosial lebih banyak mengacu pada konsep-konsep 
antropologis, sebaliknya kajian sosiologi hukum tentang fungsi hukum 
sebagai alat rekayasa sosial lebih banyak mengacu pada konsep ilmu 
politik dan pemerintah.  
Sosiologi hukum adalah kajian ilmiah tentang kehidupan sosial. 
Salah satu misi sosiologi hukum adalah memprediksi dan menjelaskan 
berbagai fenomena hukum, antara lain bagaimana suatu kasus memasuki 
sistem hukum, dan bagaimana penyelesaiannya. Sosiologi hukum 
menggunakan fakta-fakta tentang lingkungan sosial di mana hukum itu 
berlaku. Kajian ini bekerja untuk menemukan prinsip-prinsip sosial yang 
mengatur bagaimana hukum bekerja secara konkrit di dalam praktik. 
Sekalipun demikian, sosiologi hukum tidak memberikan penilaian terhadap 
                                                             
7 Achmad Ali ,1998, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Jakarta: Chandra Pratama 98-
103). 
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fakta-fakta hukum yang ada akan tetapi menjelaskan bagaimana fakta-
fakta hukum itu sesungguhnya terjadi dan apa penyebabnya.8  
2. Fungsi Hukum Dalam Masyarakat 
Secara umum dapat dikatakan bahwa fungsi hukum dalam 
masyarakat adalah sebagai berikut:9 
1. Menetapkan hubungan antara warga masyarakat dengan 
menetapkan perikelakuan mana yang diperbolehkan dan mana 
yang dilarang. 
2. Membuat alokasi wewenang (authority) dan menentukan 
dengan seksama pihak-pihak yang secara sah dapat 
melakukan paksaan dengan sekaligus memilih sanksi-sanksi 
yang tepat dan efektif. 
3. Disposisi masalah-masalah sengketa. 
4. Menyesuaikan pola-pola hubungan dengan perubahan-
perubahan kondisi kehidupan. 
Selanjutnya, Aubert dalam Fuady Munir menyatakan bahwa fungsi 
hukum dalam masyarakat adalah sebagai berikut: 10 
1. fungsi mengatur (governance) 
2. fungsi distribusi sumber daya  
3. fungsi safeguard terhadap ekspektasi masyarakat. 
4. fungsi penyelesaian konflik 
                                                             
8 Fuady Munir,2007, sosiologi hukum kontemporer, interaksi Hukum, Kekuasaan dan  
Masyarakat, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 199 dan  414 
9
 Soerjono Soekanto, 1988, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 74. 
10 Fuady Munir,2007, sosiologi hukum kontemporer, interaksi Hukum, Kekuasaan dan  
Masyarakat, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 120 
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5. fungsi ekspresi dari nilai dan cinta dalam masyarakat 
Sedangkan seorang sosiolog hukum dari polandia, yaitu 
Podgorecki dalam Fuady Munir, menyatakan bahwa  fungsi hukum dalam 
masyrakat adalah sebagai berikut: 11 
a. Fungsi Integrasi  
Yakni  bagaimana hukum  merealisasi  saling  berharap  dari  
masyarakat. 
b. Fungsi Petrifikasi 
Yakni bagaimana hukum melakukan seleksi dari pola-pola 
perilaku manusia dapat mencapai tujuan-tujuan sosial. 
c. Fungsi Reduksi 
Yakni bagaimana hukum menyeleksi sikap manusia yang 
berbeda-beda dalam masyarakat yang kompleks sehingga 
sesuai dengan kebutuha masyarakat. Dalam hal ini, hukum 
berfungsi untuk mereduksi kompleksitas ke dalam pembuatan 
putusan-putusan tertentu. 
d. Fungsi Memotivasi 
Yakni hukum mengatur tentang agar manusia dapat memilih 
perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat. 
e. Fungsi Edukasi 
Yakni hukum bukan saja menghukum dan memotivasi 
masyarakat melainkan juga melakukan edukasi dan sosialisasi.  
                                                             
11 Fuady Munir,2007, Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Hukum, Kekuasaan dan  
Masyarakat, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm 121. 
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Apabila membicarakan masalah efektif atau berfungsi tidaknya 
suatu hukum dalam arti undang-undang atau produk hukum lainnya, maka 
pada umumnya pikiran diarahkan pada kenyataan apakah hukum tersebut 
benar-benar berlaku atu tidak dalam masyarakat. Dalam teori-teori hukum  
biasanya dibedakan antara 3 (tiga) macam berlakunya hukum sebagai 
kaidah mengenai pemberlakuan kaidah menurut Soerjono Soekanto dan 
Mustafa Abdullah bahwa :12  
1. Kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis artinya sesuai 
dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. 
2. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya 
didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatnya atau bila 
berbentuk menurut cara yang telah ditetapkan atau apabila 
menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan 
akibatnya. 
3. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah 
tersebut efektif artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan 
berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga 
masyarakat atau kaidah tadi berlaku karena diterima dan diakui 
oleh masyarakat. 
Jika ditelaah secara mendalam, maka untuk berfungsinya atau 
efektifnya suatu hukum haruslah memenuhi ketiga unsur tersebut, sejalan 
dengan hal tersebut menurut Mustafa Abdullah bahwa agar suatu 
                                                             
12 Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1982, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, 
Jakarta, hlm. 14 
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peraturan atau kaidah hukum benar-benar berfungsi harus memenuhi 
empat faktor yaitu :  
1. Kaidah hukum atau peraturan itu sendiri. 
2. Petugas yang menegakkan atau yang menerapkan. 
3. Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan. 
4. Kaidah hukum atau peraturan tersebut. 
5. Warga  masyarakat  yang  terkena  ruang  lingkup peraturan  
tersebut. 
Masalah berlakunya hukum sehingga dapat efektif di masyarakat 
tentu ada  2 (dua) komponen yang harus diperhatikan :  
1. Sejauh mana hukum berperan untuk menggerakkan masyarakat 
menuju suatu perubahan yang terencana, dalam hal ini hukum 
berperan aktif atau dikenal dengan istilah sebagai fungsi hukum 
sebagai alat rekayasa sosial. 
2. Sejauh mana perubahan masyarakat harus mendapatkan 
penyesuaian oleh hukum atau dengan kata lain bagaimana 
hukum menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat. 
3. Sehubungan dengan hal tersebut, maka menurut pendapat 
Hugo Sinzheimer dalam Achmad Ali bahwa:13  
Perubahan hukum senantiasa dirasakan perlu dimulai sejak adanya 
kesenjangan antara keadaan-keadaan, peristiwa-peristiwa, serta 
hubungan-hubungan dalam masyarakat, dengan hukum yang 
                                                             
13 Achmad Ali, 1996, Menguak Tabir Hukum, Jakarta: Chandra Pratama, hlm. 203 
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mengaturnya.  Bagaimanapun kaidah tidak dapat kita lepaskan dari hal-
hal yang berubah sedemikian rupa, tentu saja dituntut perubahan hukum 
untuk menyesuaikan diri agar hukum masih efektif dalam pengaturannya. 
Persoalan penyelesaian hukum terhadap perubahan yang terjadi dalam 
masyarakat adalah begaimana hukum tertulis dalam arti peraturan 
perundang-undangan karena mesti diingat bahwa kelemahan peraturan 
perundang-undangan termasuk di dalamnya peraturan daerah adalah 
sifatnya statis dan kaku. 
 Dalam keadaan yang sangat mendesak, peraturan perundang-
undangan memang harus disesuaikan dengan perubahan masyarakat, 
tetapi tidak mesti demikian sebab sebenarnya hukum tertulis atau 
perundang-undangan telah mempunyai senjata ampuh untuk mengatasi 
terhadap kesenjangan tersebut, kesenjangan yang dimaksud dalam hal ini 
adalah dalam suatu peraturan perundang-undangan termasuk peraaturan 
daerah diterapkan adanya sanksi bagi mereka yang melakukan 
pelanggaran terhadap peraturan daerah tersebut. 
3. Penegakan Hukum Dalam Masyarakat 
Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya 
penegakan hukum bergantung pada: substansi hukum, struktur 
hukum/pranata hukum dan budaya hukum : 
4. Substansi Hukum 
Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini sebagai sistem 
substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. 
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Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada 
dalam system hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan. 
Substansi juga mencakup hukum yang hidup living law, bukan hanya 
aturan yang ada dalam kitab undang-undang law books. Sebagai Negara 
yang masih menganut Civil Law Sistem atau sistem Eropa continental 
meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut 
Common law system dikatakan hukum adalah peraturan yang tertulis 
bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di 
Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas legalitas dalam 
KUHP. Dalam pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidan 
yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga 
bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila 
perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan 
perundang-undangan. 
5. Struktur Hukum 
Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem 
struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan 
dengan baik. Mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan 
Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum 
dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan 
tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan 
pengaruh-pengaruh lain. Terdapat pepatah yang menyatakan “flat justitia 
et pereat mundus” (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). 
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Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak 
hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya 
suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat 
penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya 
mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakan hukum tidak 
berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi 
lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya 
pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen yang tidak transparan 
dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak 
hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau 
peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum maka aka nada 
masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas 
penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka. 
6. Budaya Hukum 
Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap 
manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, 
pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran 
sosial dan kekuatan sosial yang menetukan bagaimana hukum digunakan, 
dihindari, atau disalah gunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan 
kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum 
masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat 
merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara 
sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakn 
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salah satu indikator berfungsinya hukum. Baik substansi hukum, struktur 
hukum maupun budaya hukum saling berkaitan antara satu dengan yang 
lain dan tidak dapat dipisahkan. Dalam pelaksanaannya diantara 
ketiganya harus tercipta hubungan yang saling mendukung agar tercipta 
pola hidup aman, tertib, tentram dan damai.14  
Donald Black menginformasikan pembaca langsung bahwa 
perspektifnya adalah sosiologis. Dia prihatin dengan kehidupan sosial 
yang berarti bagaimana masyarakat berperilaku. Penjelasannya itu akan 
menggunakan faktor sosiologis. Kira-kira, faktor sosiologis mewakili 
tingkat makro fitur dan dimensi sepanjang yang diselenggarakan 
masyarakat. Ada banyak dari mereka. Ia mengumumkan dimensi 
masyarakat yang akan menarik baginya:15  
1. Dimensi vertikal, yang sesuai dengan status sosial ekonomi 
atau kelas ekonomi. 
2. Dimensi horisontal,sesuai dengan ras,suku,dan status kelahiran 
asli vs lahir di negeri asing. 
3. Budaya, sesuai dengan kesopanan. 
4. Kontrol sosial, yang mengacu pada cara orang mendapatkan 
orang lain untuk menginap sesuai tanpa menyerukan hukum. 
 
 
 
                                                             
14
 http://ashibly.blogspot.com/2011.teori-hukum.htm.,diakses tanggal 1 september 2014. 
15 http://lawmetha.wordpress.com/2011/05/17/teori-donald-black-discrimination-theory,diakses 
tanggal 1 september 2014. 
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7. Pengaruh Hukum Terhadap Tingkah Laku Warga Masyarakat 
Efektifitas dari hukum untuk mengubah tingkah laku warga 
masyarakat atau bagian masyarakat tidak sepenuhnya tergantung pada 
sikap-sikap warga masyarakat yang sesuai dengan hukum, atau pada 
kerasnya sanksi-sanksi yang ada untuk menerapkan hukum tersebut. 
Perlu disadari bahwa sulit untuk mengetahui sikap warga masyarakat. 
Kemudian perlu dibedakan antara kepercayaan warga masyarakat akan 
kepentingan atau keinginan untuk patuh terhadap hukum, bahwa hukum 
tersebut tidak memihak, hak dari pembentuk hukum untuk menyusun dan 
menyatakan hukum sebagai suatu yang sah dan apabila diterapkan 
terhadap kasus-kasus tertentu hukum tidak akan berpihak. Kemauan 
karena terpaksa untuk mengetahui hukum haruslah dibedakan dengan 
keinginan warga masyarakat untuk menaati hukum. Misalnya orang 
mungkin tidak akan merasa senang untuk membayar pajak akan tetapi, 
peraturan-peraturan tentang perpajakan tidak ditentangnya. Perlu pula 
mendapat perhatian, bahwa masyarakat terdiri dari aneka macam unsur 
yang berbeda sejauh hal itu menyangkut kepentingan, kepercayaan, dan 
pola-pola perilkelakuan maupun dari derajat organisasinya. Apa 
merupakan pelanggaran bagi bagian tertentu masyarakat, belum tentu 
dianggap sebagai pelanggaran oleh bagian  lainnya dari masyarakat yang 
sama.16 
 
                                                             
16 Soerjono Soekanto,2012,Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.200. 
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8. Membangun Kesadaran hukum 
 Kesadaran hukum diartikan secara terpisah dalam bahasa yang 
kata dasarnya “sadar” tahu dan mengerti, dan secara keseluruhan 
merupakan mengetahui dan mengerti tentang hukum. Kesadaran 
Hukum mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum 
dan intitusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang 
memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang. 
  Kesadaran hukum terbentuk dalam tindakan dan karenannya 
merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan kata 
lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai perilaku”, dan 
bukan “hukum sebagai aturan norma atau asas” . Membangun kesadaran 
hukum tidaklah mudah, tidak semua orang memiliki kesadaran tersebut. 
Hukum sebagai Fenomena sosial merupakam institusi dan pengendalian 
masyarakat.  Didalam masyarakat dijumpai berbagai intitusi yang masing-
masing diperlukan didalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-
kebutuhannya dan memperlancar jalannya pemenuhan kebutuhan-
kebutuhan tersebut, oleh karena fungsinya demikian masyarakat perlu 
akan kehadiran institusi sebagai pemahaman kesadaran hukum. 
Pentingnya membangun kesadaran masyarakat yang sadar akan 
hukum inilah yang diharapkan akan menunjang dan menjadikan 
masyarakat menjunjung tinggi intitusi/aturan sebagai pemenuhan 
kebutuhan untuk mendambakan ketaatan serta ketertiban hukum. Peran 
dan fungsi membangun kesadaran hukum dalam masyarakat pada 
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umumnya melekat pada intitusi sebagai pelengkap masyarakat dapat 
dilihat dengan :  
1. Stabilitas. 
2.  Memberikan kerangka sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan 
dalam masyarakat. 
3. Memberikan kerangka sosial institusi berwujud norma-norma. 
4. Jalinan antar institusi. 
Beberapa faktor yang mempengarui masyarakat tidak sadar akan 
pentingnya hukum adalah : 
1. Adanya ketidak pastian hukum. 
2. Peraturan-peraturan bersifat statis. 
3. Tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan 
peraturan yang berlaku.  
9. Membangun Ketaatan Hukum. 
Ketaatan hukum tidaklah lepas dari kesadaran hukum, dan 
kesadaran hukum yang baik adalah ketaatan hukum, dan ketidak sadaran 
hukum yang baik adalah ketidak taatan. Pernyataan ketaatan hukum 
harus disandingkan sebagai sebab dan akibat dari kesadaran dan 
ketaatan hukum. Sebagai hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara 
kesadaran hukum dan ketaataan hukum maka beberapa literaur yang di 
ungkap oleh beberapa pakar mengenai ketaatan hukum bersumber pada 
kesadaran hukum, hal tersebut tercermin dua macam kesadaran, yaitu : 
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1. Legal consciouness as within the law, kesadaran hukum 
sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan 
aturan hukum yang disadari atau dipahami. 
2.  Legal consciouness as against the law, kesadaran hukum 
dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum 
Hukum berbeda dengan ilmu yang lain dalam kehidupan manusia, 
hukum berbeda dengan seni, ilmu dan profesionalis lainya, struktur hukum 
pada dasarnya berbasis kepada kewajiban dan tidak diatas komitmen. 
Kewajiban moral untuk mentaati dan peranan peraturan membentuk 
karakteristik masyarakat. Didalam kenyataannya ketaatan terhadap 
hukum tidaklah sama dengan ketaatan sosial lainnya, ketaatan hukum 
merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dan apabila tidak 
dilaksanakan akan timbul sanksi, tidaklah demikian dengan ketaatan 
sosial, ketaatan sosial manakala tidak dilaksanakan atau dilakukan maka 
sanksi-sanksi sosial yang berlaku pada masyarakat inilah yang menjadi 
penghakim. Tidaklah berlebihan bila ketaatan didalam hukum cenderung 
dipaksakan. 
Ketaatan sendiri dapat dibedakan dalam tiga jenis yaitu :17 
1. Ketaatan yang bersifat compliance, yaitu jika seseorang menaati 
suatu aturan, hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan 
ketaatan jenis ini, karena membutuhkan pengawasan yang 
terus-menerus. 
                                                             
17 H.C. Kelman, 1966 dan L. Pospisil, 1971 
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2.  Ketaatan yang bersifat identification, yaitu jika seseorang 
menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya 
dengan pihak lain menjadi rusak. 
3. Ketaatan yang bersifat internalization, yaitu jika seseorang 
menaati suatu aturan, benar-benar karena merasa bahwa 
aturan itu sesuai dengan nilai-nila intristik yang dianutnya. 
 
B. Pengertian Suap 
Pengertian suap dalam buku kamus besar Bahasa Indonesia 
adalah uang sogok.18 Suap bermula dari asal kata briberie (Perancis) 
yang artinya adalah begging (mengemis) atau vagrancy  
(penggelandangan). Dalam bahasa Latin disebut briba, yang artinya a 
piece of bread given to beggar (sepotong roti yang diberikan kepada 
pengemis). Dalam perkembangannya briberie bermakna sedekah (alms), 
’blackmail’, atau ’extortion’ (pemerasan) dalam kaitannya dengan ’gifts 
received or given in order to influence corruptly’ (pemberian atau hadiah 
yang diterima atau diberikan dengan maksud untuk memengaruhi secara 
jahat atau korup). Dengan demikian seseorang yang terlibat dalam 
perbuatan suap-menyuap sebenarnya harus malu apabila menghayati 
makna dari kata suap yang sangat tercela dan bahkan sangat 
merendahkan martabat kemanusiaan, terutama bagi si penerima  suap. 
Korupsi sendiri secara universal diartikan sebagai bejat moral, perbuatan 
                                                             
18 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1994, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai 
Pustaka, Edisi kedua, hlm. 965.  
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yang tidak wajar, atau noda (depravity, perversion, or taint) suatu 
perusakan integritas, kebajikan, atau asas-asas moral (an impairment of 
integrity, virtue, or moral principles).19 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 
Tentang Tindak Pidana Suap; 
Pasal 1 adalah : 
Yang dimaksud dengan tindak pidana suap di dalam undang-
undang ini adalah tindak pidana suap di luar ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang sudah ada. 
 
Pasal 2 adalah : 
Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang 
dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu 
atau berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan 
kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan 
umum, dipidana karena suap dengan pidana penjara selama-
lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 
15.000.000,- (lima belas juta rupiah. 
 
Pasal 3 adalah : 
Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia 
mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu 
atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak 
berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan 
kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan 
umum, dpidana karena menerima suap dengan pidana penjara 
selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau dendan sebanyak-banyaknya 
Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) 
 
Pasal 4 adalah : 
Apabila tindak pidana tersebut dalam pasal 2 dan pasal 3 dilakukan 
di luar wilayah Republik Indonesia, maka ketentuan undang-
undang ini berlaku juga terhadapnya. 
 
 
                                                             
19  www.kompas-cyber-media.com diakses 1 september 2014 
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Pasal 5 adalah : 
Tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan. 
 
C. Kepolisian Negara Republik Indonesia 
1. Pengertian Kepolisian 
 Menurut kamus besar bahasa Indonesia, secara umum adalah : 
badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban 
umum.20 Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 pasal 1 
tentang Kepolisian Republik Indonesia, menyebutkan bahwa :  
1. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan 
fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.  
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai 
negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.  
Di  samping itu istilah “police” dalam Bahasa Inggris mengandung 
arti yang lain, seperti yang dinyatakan oleh Charles Reith dalam bukunya 
“The Blind Eya of History” yang mengatakan  “Police in the English 
language came to mean any kind of planing for improving  of ordering 
communal existence”. Dari defenisi tersebut dapat diartikan bahwa 
Charles Reith mengatakan bahwa polisi dituntut mengayomi masyarakat 
namun di satu sisi polisi dapat melakukan tindakan hukum dari beratnya 
kejahatan.21 
                                                             
20 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan,2001, Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai Pustaka, 
Jakarta, hlm.886 
21 Anton Tabah, 2002, Police Reacean War, Jakarta: Tunggul Maju, hlm, 33. 
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Perkembangan selanjutnya di Indonesia dikenal istilah “Hukum 
Kepolisian” adalah istilah majemuk yang terdiri atas kata “Hukum” dan 
“Kepolisian”. Jadi menurut arti tata bahasa istilah “Hukum Kepolisian” 
adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan 
Polisi. Dalam Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum Poin 1 Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 
bahwa ”Kepolisian adalah segala hal–ihwal yang berkaitan dengan fungsi 
dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. 
Sedangkan  menurut Pasal 5 ayat (1) pada undang-undang yang sama, 
Kepolisian Negara Republik Indonesia dikatakan alat negara yang 
berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, 
menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan 
pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan 
dalam negeri. 
2. Fungsi Kepolisian  
Dalam  Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 
pasal 2 tentang Kepolisian Republik Indonesia menyebutkan:  
Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi Pemerintahan Negara di 
bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan 
hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.  
3. Tujuan Kepolisian  
Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 pasal 4 
tentang Kepolisian Republik Indonesia,  yaitu : Kepolisian Republik 
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Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam Negera yang 
meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat dan 
tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan 
pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat 
dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.  
4. Tugas Kepolisian 
Tugas polisi berdasarkan Undang-undang Kepolisian Bab III pasal 
13 perihal tugas dan wewenang, antara lain: 
a. Selaku alat negara penegak hukum memelihara serta 
meningkatkan tertib hukum. 
b. Melaksanakan tugas kepolisian selaku pengayom dalam 
memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat 
bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan;  
c. Bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan 
pertahanan keamanan negara lainnya membina ketentraman 
masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan 
dan ketertiban masyarakat. 
d.  Membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang 
menunjang terselenggaranya usaha dan kegiatan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c. 
e. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.  
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D.  Polisi Lalu lintas  
1. Pengertian Polisi Lalu Lintas 
Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang 
Kepolisian Republik Indonesia, definisi dari kepolisian yang tercantum 
dalam Pasal 1 butir 1 yang berbunyi: 
“Kepolisian lalu lintas, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia 
memberikan definisi tentang lalu lintas yaitu: 
a. (Berjalan) bolak-balik, hilir mudik. 
b. Perihal perjalanan di jalanan dan sebagainya. 
c. Perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lain. 
Djajoesman, selanjutnya juga memberikan definisi lalu lintas 
sebagai berikut : “lalu lintas jalan adalah gerak pindah manusia dengan 
atau tanpa alat penggerak dari satu ke lain tempat yang menggunakan 
jalan sebagai ruang geraknya”.22 
Kemudian dikemukakan pula dalam Undang-undang No. 2 Tahun 
2002, tentang Kepolisian Republik Indonesia mengenai “lalu intas jalan” 
dimana pengawasannya pada umumnya diserahkan pada Polisi Republik 
Indonesia. Setelah meninjau tentang Polisi dan Lalu Lintas secara umum, 
dari uraian diatas dapat disimpulkan definisi dari Polisi Lalu Lintas, yaitu 
“bagian dari Kepolisian yang diberi tugas khusus dibidang lalu lintas, dan 
karenanya merupakan pengkhususan atau spesialisasi dari tugas Polisi 
pada umumnya”. 
                                                             
22 H.S.Djaoesman, 1976,Polisi dan Lalu Lintas, hlm,7. 
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Sebelum akhir abad ke-19 tidak banyak diketahui orang tentang 
campur tangan polisi di bidang lalu lintas. Pada waktu perundang-
undangan lalu lintas belum ada, karena kendaraan-kendaraan yang ada 
belum menimbulkan persoalan-persoalan yang perlu diatur oleh Undang-
undang. Tugas Polisi dalam periode ini hanya bersifat preventif dengan 
memberikan petunjuk-petunjuk jika di pandang perlu bagi keamanan. 
Akan tetapi setelah dikeluarkannya berbagai perundang-undangan lalu 
lintas pada permulaan abad ke-20 seperti “Reglement Op Het Gebruik 
Van Automobielen” (Stb 1899 nomor 301). “Rijwiel Reglement” (Stb 1910 
nomor 465) dan “Motor Reglement” (Stb 1917 nomor 73), maka tampaklah 
campur tangan polisi di bidang lalu lintas berdasarkan atas suatu undang-
undang yang berarti pula bahwa semenjak itu polisi berada di bidang 
represief di dalam menunaikan tugas-tugasnya mengawasi lalu lintas. 
Dengan makin melajunya lalu lintas dikarenakan bertambahnya kendaran 
bermotor, maka organisasi Kepolisian pun harus disesuaikan dengan 
keadaan ini. Maka pada waktu diadakan reorganisasi Kepolisian dengan 
dibentuknya polisi-polisi kota untuk Jakarta (termasuk Jatinegara, 
Semarang dan Surabaya (Surat keputusan “Direktur Pemerintah dalam 
Negeri” tertanggal 15 Mei 1915 nomor 641-a), timbullah untuk pertama 
kalinya dengan resmi bagian polisi lalu lintas  dikota-kota tersebut. 
Menurut surat keputusan termaksud, maka tiap kantor polisi mempunyai 4 
bagian, yaitu : 
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a. Bagian Sekertariat, Urusan Umum, Arsip dan Ekspidisi 
(Administrasi). 
b. Bagian Reserse. 
c. Bagian Pengawasan Umum. 
d. Bagian Lalu Lintas 
2. Undang-Undang Lalu Lintas  
Dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 pasal 306 ayat (1) 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat kita ketahui pasal-pasal 
mana yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dikategorikan 
sebagai pelanggaran lalu lintas.  
Pasal 316 ayat (1) adalah Ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 278, pasal 279, pasal 280, pasal 281, pasal 284, pasal 285, 
pasal 286, pasal 287, pasal 288, pasal 289, pasal 290, pasal 291, pasal 
292, pasal 293, pasal 294, pasal 297,  pasal 299, pasal 303,  pasal 305, 
pasal 306, pasal 308, dan pasal 313 adalah pelanggaran. Pelanggaran 
lalu lintas yang dilakukan dengan sengaja maupun dengan kealpaan, 
diharuskan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan karena 
kesengajaan atau kealpaan merupakan unsur kesalahan, yang terdapat 
dalam pasal 316 (1) Undang-undang  No.22  Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut : 
Pasal 278 adalah :  
Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda 4 
atau lebih dijalan yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan 
berupa ban cadangan, segitiga cadangan, dongkrak, pembuka 
roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan 
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sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 57 ayat (3)  dipidana dengan 
pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 
Rp.250.000.,  
 
Pasal 279 adalah :  
Setiap orang  yang mengemudikan kendaraan bermotor di  jalan 
yang dipasangi perlengkapan yang dapat menggangu keselamatan 
lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 58 dipidana 
dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau paling banyak 
Rp. 500.000., 
 
Pasal 280 adalah :  
Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di  jalan 
yang tidak dipasangi tanda nomor kendaraan bermotor yang 
ditetapkan  Kepolisian Negara Republik  Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam  Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama  2 bulan atau denda paling banyak 
Rp.500.000., 
 
Pasal 281 adalah : 
Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di  jalan 
yang tidak memiliki surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud 
dalam  Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling 
lama  4 bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000.,  
 
Pasal 285 adalah :  
1. Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang 
tidak memenuhi persyaratan teknis dan tidak laik jalan yang 
meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu 
penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, 
knalpot, dan ke dalaman alur ban sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana 
dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling 
banyak Rp.250.000.,   
2.  Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda 
empat atau lebih di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis 
yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, 
lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, 
lampu rem,  lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat 
pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, 
bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 
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ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau 
denda paling banyak Rp.500.000.,  
 
Pasal 268 adalah: 
Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda 
empat atau lebih di jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik 
jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat  (3) juncto 
Pasal 48 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 
bulan atau denda paling banyak Rp500.000. 
 
Pasal 287 adalah : 
1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan 
yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan  
dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
106 ayat (4) huruf a atau marka jalan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 
500.000.  
2. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan 
yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan 
dengan alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 104 ayat (4) huruf c dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 
500.000. 
3. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan 
yang melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf d atau tata cara 
berhenti dan parker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 
ayat (4) huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 
bulan atau denda paling banyak Rp250.000. 
4. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan 
yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak 
utama bagi kendaraan bermotor yang menggunakan alat 
peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 59,Pasal 106 ayat (4) huruf f,atau Pasal 134 
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau 
denda paling banyak Rp250.000. 
5. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan  bermotor di jalan 
yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau 
paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) 
huruf g atau Pasal 115 huruf A dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak 
Rp500.000. 
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6. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan 
yang melanggar aturan tata cara penggandengan kendaraan 
lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf h 
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau 
denda paling banyak Rp250.000. 
 
Pasal 288 adalah: 
1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan 
yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan 
Bermotor atau Surat tanda Coba Kendaraan Bermotor yang di 
tetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a 
dipidana denagan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau 
denda paling banyak Rp500.000. 
2. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan 
yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b 
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan dan/atau 
denda paling banyak Rp250.000. 
3. Setiap orang yang mengemudikan mobil penumpang umum, 
mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta 
tempelan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji 
berkala dan tanda lulus uji berkala sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 106 ayat (5) huruf c dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak 
Rp500,000. 
 
Pasal 289 adalah: 
Setiap  orang yang mengemudikan kendaraan bermotor atau 
penumpang yang duduk di samping Pengemudi yang tidak 
mengenakan sabuk keselamatan sebagaimana yang dimaksud 
dalam Pasal 106 ayat (6) dipidana dengan pidana kurungan paling 
lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.  
 
Pasal 290 adalah: 
Setiap orang yang mengemudikan dan Penumpang kendaraan 
bermotor selain sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan rumah-
rumah dan tidak mengenakan sabuk keselamatan dan 
mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106  ayat 
(7) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau 
denda paling banyak Rp250.000. 
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Pasal 291 adalah :  
1) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tidak 
mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 106 ayat(8) dipidana dengan kurungan 
paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. 
2) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor yang 
membiarkan Penumpangnya tidak mengenakan helm 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana 
dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling 
banyak Rp250.000. 
 
Pasal 292 adalah: 
Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tanpa kereta 
samping yang mengangkut  Penumpang lebih dari 1 orang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (9) dipidana dengan 
pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 
Rp250.000. 
 
Pasal 293 adalah:  
(1) Setiap orang yang mengemudikan kendaran bermotor di jalan 
tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi 
tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) 
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau 
denda paling banyak Rp 250.000. 
(2) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan tanpa 
menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana di 
maksud dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 15 hari atau denda paling banyak 
Rp100.000. 
 
Pasal 297 adalah: 
Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan 
di jalan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 115 huruf b dipidana 
kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 
Rp3.000.000. 
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BAB 3 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Sesuai dengan judul skripsi “Kajian Sosiologi Hukum Terhadap 
Perilaku Suap Masyarakat Kepada Polisi Lalu Lintas Pada Operasi Tertib 
Lalu Lintas (Studi kasus Di Wilayah Hukum Polres Tana Toraja)”, maka 
penulis memilih kepolisian Resort Tana Toraja. 
Alasan penulis memilih penelitian di Kepolisian Resort Tana Toraja, 
karena selain Wilayah Tana Toraja adalah kampung halaman penulis, 
disamping itu, penulis mempunyai kerinduan untuk bagaimana 
masyarakat dan aparat penegak hukum membangun kesadaran hukum 
dan ketaatan hukum khususnya di bidang lalu lintas. Sehingga menurut 
penulis, dengan adanya penelitian ini, dapat menjadi pengetahuan baru 
dan mensosialisasikan ke masyarakat  yang dimulai dari diri penulis 
sendiri. 
 
B. Jenis Sumber Data 
 Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini diperoleh 
dari dua cara yaitu: 
Data Primer adalah data utama, di mana penulis akan melakukan 
observasi dan wawancara pada pihak yang terkait dengan permasalahan 
yang akan diteliti. 
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Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari Kantor Kepolisian 
Resort Tana Toraja, tentang pelaksanaan operasi tertib lalu lintas dan 
pemberian sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini Penulis menggunakan teknik pengumpulan 
data berdasarkan metode penelitian lapangan dan penelitian 
kepustakaan. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan di 
lapangan dengan melakukan pengambilan data langsung melalui 
wawancara dengan Aparat Polisi Lalu Lintas serta warga masyarakat, 
khususnya pengendara kendaraan bermotor. Sedangkan penelitian 
kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan unutk memperoleh data 
sekunder yang berhubungan dengan penelitian pada perpustakaan 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan Umum 
Universitas Hasanuddin. 
 
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh baik dari penelitian lapangan maupun dari 
penelitian kepustakaan kemudian diolah terlebih dahulu kemudian  
disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan, dan 
menggambarkan sesuai permasalahan yang erat kaitannya dengan 
penelitian ini, kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis 
yang telah dilakukan. 
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BAB 4 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Ekonomi dan Faktors Kekeluargaan Menjadi Faktor yang 
Mempengaruhi Perilaku Masyarakat  Menyuap Petugas Polisi 
Lalu Lintas dalam Operasi Tertib Lalu Lintas. 
Faktor-faktor yang sering mempengaruhi penegakan hukum dalam 
masyarakat yakni faktor ekonomi dan rasa kekeluargaan dimana faktor 
tersebut yang sering menjadi problema dalam penegakan hukum itu 
sendiri dan tidak tertutup kemungkinan hal tersebut juga terjadi dalam 
penegakan aturan lalu lintas khususnya yang terjadi di wilayah kerja 
Polres Tana Toraja. Maka dari itu penulis melakukan penelitian mengenai 
perilaku suap masyarakat kepada polisi lalu lintas pada operasi tertib lalu 
lintas.  
Setelah melakukan wawancara dengan pihak Kepolisian di Polres 
Tana Toraja, penulis dalam hal ini melakukan wawancara dengan dua 
narasumber dari kepolisian.  
Pada tanggal 3 oktober 2014 penulis mewawancarai langsung 
dengan BRIGPOL Sultan selaku anggota Satuan Lalu lintas bagian 
Penilangan Polres Tana Toraja. Menurut beliau, berdasarkan pengalaman 
langsung di lapangan, sebagian besar warga masyarakat lebih memilih 
memberikan langsung uang sogok  kepada petugas Kepolisian karena 
faktor efesiensi waktu, kesibukan dan juga tanpa harus mengikuti 
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persidangan atau kendaraan di sita. Sebab kedua-duanya juga akan 
mengeluarkan uang walaupun jumlah yang dibayarkan lebih murah 
dibandingkan dengan melalui prosedur resmi yang telah ditetapkan 
apabila terjadi pelanggaran. 
Namun hal tersebut bertentangan dengan aturan hukum yang 
berlaku, karena dengan melakukan hal seperti itu sama dengan 
membiasakan masyarakat melakukan suap kepada Petugas, dan Petugas 
yang terkait seharusnya ditindaki, karena hal tersebut tentu tidak sesuai 
dengan kode etik dari aparat penegak hukum yang harus melakukan 
tugasnya dengan jujur. Selain itu, menurut BRIGPOL Sultan, faktor-faktor 
seperti faktor ekonomi tidak mempengaruhi penindakan pelanggaran lalu 
lintas, karena ketika kita berbicara pelanggaran maka kita berbicara 
hukum, jadi setiap pelanggaran harus ditindak secara hukum. Seperti 
pada saat terjadi pelanggaran lalu lintas dalam operasi tertib lalu lintas 
dan dilakukan penilangan, pada saat di lapangan ditindak sesuai 
pelanggarannya setelah itu diarahkan ke Polres surat tilangnya, kemudian 
dilimpahkan ke Pengadilan untuk dilakukan sidang terhadap pelanggaran 
lalu lintas yang dilakukan, ditentukan waktu untuk dilakukan sidang , 
setelah dilimpahkan ke Pengadilan dan telah tiba tanggal sidangnya maka 
akan divonis berapa besar dendanya, terhadap denda tersebut ada dua 
alternatif yaitu bisa langsung dibayar di bank sesuai denda dari 
pelanggarannya bisa juga menghdiri persidangan di pengadilan. Namun 
fakta yang terjadi di lapangan sebagian warga  masyarakat yang pernah 
38 
melakukan penyelesaian pelanggaran lalu lintas dalam operasi tertib lalu 
lintas mengatakan bahwa faktor ekonomi masih begitu mempengaruhi 
dalam penegakan hukum khususnya dalam kasus pelanggaran lalu lintas, 
karena menurut warga masyarakat  bahwa menyelesaikan dengan 
menyogok petugas Kepolisian,  biaya yang dikeluarkan lebih sedikit 
dibanding harus membayar denda sesuai dengan keputusan pengadilan. 
Untuk masalah faktor kekeluargaan antara Pelanggar dan Polisi itu sendiri 
sulit untuk dihindari karena tergantung Polisi yang ada di lapangan. 
Karena biasanya si Pelanggar mempunyai keluarga di Kepolisian, 
sehingga dengan adanya anggota Kepolisian yang mempunyai hubungan 
kekeluargaan dengan warga masyarakat, maka tidak menutup 
kemungkinan, akan adanya saling membantu dengan membebaskan dari 
jeratan sanksi tilang. Mengingat anggota Kepolisian menjunjung tinggi jiwa 
korsa antar sesama anggota Polisi. Sehingga tentunya bila ada salah satu  
keluarga anggota Kepolisian yang mendapat masalah pada operasi tertib 
lalu lintas, maka tentunya akan dibebaskan. Hal seperti inilah yang 
menjadi ketidakadilan dan pilih kasih dalam penegakan hukum. 
Pada tanggal 9 oktober 2014, penulis juga mendapat kesempatan 
untuk mewawancarai langsung KASAT LANTAS Polres Tana Toraja, AKP 
Andi Muh. Zakir, beliau mengatakan setiap pelanggaran yang dilakukan 
masyarakat pada operasi tertib lalu lintas, adalah bukan tindakan kriminal, 
sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan adanya sanksi berat 
berupa kurungan penjara, kecuali menabrak orang sehingga 
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menyebabkan meninggal dunia, menurut beliau itu lain persoalan. Hanya 
diharapkan masyarakat patuh hukum, berani mengakui kesalahan, 
menjunjung tinggi sportifitas dalam setiap tindakan atau perbuatan yang 
dilakukan oleh masyarakat itu sendiri terkait dengan ketertiban lalu lintas 
yang dilanggarnya. Menurut beliau, masyarakat yang  melakukan tindakan 
yang menyimpang, dengan menyogok petugas Kepolisian apabila 
tersangkut pelanggaran lalu lintas, tentunya tak lepas dari peran petugas 
Kepolisian itu sendiri, sehingga menurut AKP Andi Muh. Zakir selaku 
KASAT LANTAS Polres Tana Toraja, oknum anggota petugas Kepolisian 
yang menerima suap, akan ditindak tegas sesuai dengan kode etik 
kepolisian. Beliau juga rutin menggelar apel pagi untuk memberikan 
arahan kepada anggotanya, agar tetap sesuai dengan Standar 
Operasional Prosedur dalam menjalankan tugas, yaitu Melayani, 
Melindungi, dan Mengayomi masyarakat. Menurut beliau juga, apabila ada 
anggota yang kedapatan menerima suap dari masyarakat, maka akan 
ditindak tegas tanpa pandang bulu. 
Selain itu penulis juga melakukan penelitian dengan menyebarkan 
kusioner kepada masyarakat, berikut ini adalah data mengenai respon 
masyarakat terhadap perilaku suap masyarakat kepada Polisi  lalu lintas 
pada operasi tertib lalu lintas yang berhasil penulis dapatkan dari 
beberapa warga masyarakat di Tana Toraja. 
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Tabel 1 : 
Hasil Kuisioner terkait respon masyarakat 
No Pertanyaan Jawaban Total 
1 
Pernah menyogok petugas 
polisi lalu lintas. 
Ya  : 78 
100 
Tidak : 22 
2 
Mengapa  melakukan tindakan 
suap. 
Cepat selesai : 35 
100 Tdk ingin repot : 29 
Biaya murah : 36 
3 
Pelanggaran  Apa yang 
saudara lakukan. 
Kelengkapan surat          : 48 
100 Kelengkpan kendaraan   : 35 
Melanggar rambu-rambu : 17 
4 
Respon Petugas kepolisian 
saat  ingin di suap. 
Menerima  : 76 
100 
Menolak     : 24 
5 
Bila  mempunyai keluarga di 
Kepolisian, apakah akan 
meminta bantuan. 
Ya : 81 
100 
Tidak : 19 
6 
Tempat penyelesaian 
pelanggaran lalu lintas pada 
operasi tertib lalu lintas 
Tempat kejadian : 72 
100 Kantor polisi : 19 
Pengadilan  : 9 
Data primer : Tana Toraja 6 – 8 Oktober 2014 
 
Berdasarkan dari hasil kuesioner, penulis mendapatkan hasil 
seperti yang penulis paparkan dalam tabel di atas bahwa pada pertanyaan 
nomor 1 dari 100 responden, 78 diantaranya pernah menyogok petugas 
polisi lalu lintas dan sisanya sebanyak 22 responden mengatakan tidak 
pernah menyogok petugas Polisi Lalu Lintas. 
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Selanjutnya mengenai pertanyaan kedua, alasan masyarakat 
mengapa menyogok Polisi Lalu Lintas yakni dari 100 responden 35 
diantaranya memilih menyogok dikarenakan cepat selesai dibanding 
harus menunggu proses di pengadilan yang membutuhkan waktu yang 
cukup lama, selebihnya 29 responden memilih menyogok karena 
prosesnya tidak berbelit-belit, dan sisanya sebanyak 36 responden 
mengatakan bahwa menyelesaikan pelanggaran lalu lintas dengan 
menyogok petugas Polisi Lalu Lintas, biayanya lebih murah dibanding 
harus membayar denda yang sudah diatur dalam undang-undang. 
Untuk pertanyaan yang ketiga, sebab pelanggaran yang dilakukan, 
dari 100 responden, 48 tidak membawa kelengkapan surat-surat, 35 
dikarenakan kendaraan bermotor tidak lengkap, dan 17 responden karena 
melanggar rambu-rambu lalu lintas. 
Untuk pertanyaan keempat, respon petugas polisi lalu lintas saat 
ingin di sogok, 76 diantaranya menerima, dan 24 selebihnya menolak 
untuk disogok. 
Pada pertanyaan ke lima, dari 100 responden, 81 diantaranya 
memilih meminta bantuan kepada keluarga yang sebagai anggota 
Kepolisian bila bermasalah dengan petugas Polisi Lalu Lintas dan 19 
responden menolak untuk meminta bantuan. 
Untuk pertanyaan keenam mengenai tempat penyelesaian 
pelanggaran lalu lintas yakni 72 responden lebih memilih untuk 
menyelesaiakan pelanggaran lalu lintas di tempat kejadian perkara karena 
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lebih cepat dan tidak harus mengurus pelanggarannya ke Kantor Polisi 
apalagi sampai ke Pengadilan, selanjutnya 19 responden lebih memilih 
menyelesaian pelanggaran Lalu Lintas di Kantor Polisi, dan sisanya 
sebanyak 9 responden lebih memilih menyelesaiakan pelanggaran Lalu 
Lintas di Pengadilan dikarenakan responden yang memilih menyelesaikan 
di Pengadilan dengan alasan memilh taat kepada prosedur yang ada. 
Berdasarkan responden masyarakat mengenai hasil kuisioner yang 
penulis bagikan, penulis berpendapat bahwa penerapan aturan lalu lintas 
di Tana Toraja, masih belum maksimal karena masyarakat masih lebih 
banyak  memilih menyelesaikan pelanggaran lalu lintas dengan membayar 
atau menyogok petugas Polisi Lalu Lintas  ketimbang harus 
menyelesaikan menurut prosedur yang ada, seperti yang tercantum dalam 
pasal 267 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan angkutan jalan, mengenai tata cara penindakan pelanggaran 
Lalu Lintas dan angkutan jalan yaitu Setiap pelanggaran di bidang lalu 
lintas dan angkutan jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan 
cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan Pengadilan. 
Adapun upaya yang dilakukan  aparat Kepolisian untuk meminimalisir 
terjadinya pelanggaran lalu lintas yaitu dengan memberikan penilangan 
terhadap si Pelanggar, karena diharapkan dengan melakukan tindakan 
tilang akan memberikan efek jera terhadap si Pelanggar, disamping itu 
juga merupakan sebuah bentuk sosialisasi terhadap aturan yang ada, 
terkait dengan sanksi apa yang akan mereka dapatkan apabila melanggar 
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aturan lalu lintas yang telah diatur. Namun segala bentuk upaya yang 
dilakukan baik melalui sosialisasi mengenai aturan-aturan lalu lintas serta 
sanksi yang diterima oleh masyarakat apabila melakukan pelanggaran lalu 
lintas, hal yang tidak kalah pentingnya adalah perlu menindak dengan 
tegas aparat yang tidak melaksanakan tugasnya dengan jujur dan penuh 
tanggung jawab, karena jika kita kembali kepada ungkapan yang 
mengatakan bahwa seberapa bagusnya suatu peraturan perundang 
undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik 
maka keadilan hanya angan-angan. Oleh karena itu, jika di lapangan 
ditemukan Aparat Kepolisian menyalahgunakan wewenang yang ia miliki 
seperti meminta uang kepada si Pelanggar tanpa melalui prosedur yang 
sudah ada maka oknum aparat tersebut akan ditindak melalui sidang kode 
etik. 
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BAB 5 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Dari hasil pembahasan dan analisa yang telah dikemukakan di 
atas, maka disimpulkan sebagai berikut : 
1. Faktor ekonomi dan rasa kekeluargaan merupakan penyebab 
masyarakat sering melakukan perilaku suap kepada Polisi Lalu 
Lintas dikarenakan dengan cara tersebut masyarakat tidak 
membutuhkan biaya yang begitu banyak dibandingkan harus 
menunggu keputusan Pengadilan dan masyarakat tidak repot 
dengan harus menuggu terlalu lama juga kendaraan tidak disita. 
Kemudian faktor kekeluargaan, faktor inilah yag masih sulit untuk 
dihindari oleh aparat Kepolisian yang ada di lapangan, karena 
budaya masyarakat di Tana Toraja masih begitu menjunjung rasa 
kekeluargaan sehingga sering kali dikaitkan dalam upaya 
penegakan hukum dalam masyarakat. 
2. Kurangnya gaji, dan tidak adanya biaya tambahan dalam sehari-
hari, sehingga menyebabkan oknum Polisi menerima suap dari 
masyarakat. Dan kurangnya pengawasan dari Pimpinan Kepolisian 
utamanya dalam Lalu Lintas, sehingga anggota di lapangan bebas 
melakukan praktik suap. 
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3. Upaya yang dilakukan oleh aparat Kepolisian untuk menanggulangi  
           perilaku masyarakat dalam hal perilaku suap, adalah : 
a. Sosialisasi membangun budaya kritis dan akuntabilitas pada 
masyarakat, sehingga tidak memberi ruang terhadap lahirnya 
praktek dan tindakan suap. Orang akan berpikir panjang untuk 
melakukan suap karena munculnya kesadaran kritis 
masyarakat. 
b. Pendekatan Keagamaan dan Pendidikan di tiap-tiap sekolah 
untuk memberikan arahan kepada generasi penerus untuk tidak 
melakukan praktik suap. 
c. Proses rekruitmen pada Kepolisian yang bersih, akuntabel dan 
humanis, sehingga terbentuknya Polisi yang jujur dan benar-
benar bersih tanpa pandang bulu menegakkan keadilan, terlebih 
khusus dalam Lalu Lintas, sehingga apabila nantinya bertugas 
di lapangan tidak melakukan suap. 
 
B. Saran 
Melakukan penyuluhan kepada masyarakat yang berkaitan dengan 
aturan-aturan lalu lintas agar terciptanya masyarakat yang tertib dalam 
berlalu lintas dan memberi pengetahuan kepada masyarakat mengenai 
prosedur yang benar dalam menyelesaikan pelanggaran lalu lintas agar 
masyarakat tidak lagi menyelesaiakan pelanggaran dengan cara menyuap 
atau menyogok petugas kepolisian, demi terciptanya masyarakat yang 
taat terhadap hukum.  
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Merumuskan dan mensosialisasikan pelajaran/mata kuliah tentang 
KKN di berbagai lembaga pendidikan, sebagai upaya penyadaran bagi 
peserta didik atau mahasiswa yang kelak dapat melahirkan warga Negara 
yang memiliki komitmen kejujuran, keadilan dan kebenaran.  
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